
KEMENTERIAN Sosial terus 
mendorong percepatan dis-
tribusi bantuan sosial untuk 
masyarakat terdampak covid-
19. Petugas sudah mendistri-
busikan, baik paket sembako 
bantuan presiden maupun 
bantuan sosial tunai (BST), 
kepada penerima manfaat di 
Kabupaten Bogor, Kota Bogor, 
dan Tangerang.

Menteri Sosial Juliari P 
Batubara menginstruksikan 
kepada seluruh pejabat ter-
kait di Kementerian Sosial 
untuk terus memonitor dan 
mendorong proses distribusi 
bantuan kepada masyarakat 
miskin dan rentan miskin 
yang terdampak covid-19. Itu 
karena mereka dalam kon-
disi sulit dan membutuhkan 
bantuan. 

“Proses distribusi bantuan 
harus berjalan cepat dan 
tepat,” kata Mensos seperti 
dikutip Sekjen Kemensos 
Hartono Larasdi di kantornya, 
kemarin. Dalam jumpa pers, 
sekjen didampingi Kabiro 
Humas Wiwit Widiansyah, 
Direktur Perlindungan So-
sial Korban Bencana Alam M 
Syafi i Nasution, dan Sekreta-
ris Ditjen Perlindungan Fakir 
Miskin Nurul Farijati.

Distribusi paket sembako 
bantuan presiden menjang-

kau 1,9 juta kepala keluarga 
(KK) dan BST sebanyak 9 juta 
KK di luar Jakarta, Bogor, De-
pok, Tangerang, dan Bekasi, 
yang sudah dimulai sejak 
Senin (20/4).

Untuk mempercepat penya-
luran dan memastikan kete-
patan sasaran, Kemensos 
tidak bisa bekerja sendiri. Ke-
mensos terus meningkatkan 
koordinasi dan sinergi dengan 
pemerintah daerah. 

Di lain pihak, Kemensos 
juga merasa sangat terbantu 
dan lega dengan terbitnya 
surat edaran Komisi Pembe-
rantasan Korupsi (KPK) yang 
memperbolehkan penyaluran 
bansos, baik berupa uang 
maupun barang, untuk ma-
syarakat miskin yang berada 
di luar DTKS.

Meski demikian, prinsip 
kehati-hatian dan akuntabili-
tas tetap harus dijaga karena 
bagaimanapun, bansos yang 
disalurkan berbasis anggar-
an negara. Karena itu, perlu 
memperhatikan ketentuan 
yang berlaku.

Terkait data penerima ban-
sos dari daerah, Kemensos 
meminta daerah melengkapi 
syaratnya, misalnya, menyer-
takan data by name by ad-
dress, kemudian juga nomer 
telepon. (RO/H-1)
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Berpulangnya Sosiolog Arief Budiman
SOSIOLOG Profesor Arief Budiman atau Soe Hok Djin yang meru-
pakan aktivis demonstran tahun 1966 meninggal dunia di RS Ken 
Saras, Kabupaten Semarang, kemarin. Kabar duka berpulangnya 
mantan pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) 
Salatiga dan Universitas Melbourne, Australia, itu disampaikan 
koleganya, Prof Ariel Heryanto melalui jejaring pertemanan.

Kakak dari Soe Hok Gie tersebut wafat setelah menjalani 
perawatan akibat parkinson dan sejumlah komplikasi. “Ya, tadi 
mendapat kabar Arief Budiman wafat,” tutur sahabat almarhum, 
Daniel Dhakidae. 

Direktur Biro Promosi, Humas, dan Alumni UKSW Rini Kartika 
Hudiono membenarkan wafatnya Arief Budiman yang dulu 
meng ajar mata kuliah fi lsafat. Sementara itu, Universitas Mel-
bourne juga menyampaikan ucapan duka atas meninggalnya 
Arief. Arief Budiman yang lahir pada 3 Januari 1939 mening-
galkan istrinya, Leila Chairani Budiman, dua anak, serta cucu. 
(AS/H-3)

Covid-19 Bisa Ancam Penderita Stunting
VIRUS korona (covid-19) tidak hanya mengancam orang-orang 
yang masuk ke kelompok risiko tinggi, tetapi juga anak-anak 
yang menderita stunting. 

“Sebelum ada covid-19, semua bicara stunting, tapi sekarang gg
tidak ada yang mengawal. Jangan sampai anak-anak yang tidak 
berisiko tinggi jadi kena covid-19 karena stunting,” ungkap ahli gg
analisis dan kebijakan kesehatan yang juga dosen FKM UI Ahmad 
Syafi q, kemarin. Hal ini terjadi karena gizi juga berkaitan dengan 
imunitas tubuh. 

Untuk itu, Syafi q mengingatkan program gizi dan kesehatan 
untuk masyarakat rawan (vulnerable), khususnya terkait 1000 
Hari Pertama Kehidupan dan Program Percepatan Penanganan 
Stunting, perlu dijaga dan diharapkan masuk ke pemodelan 
penanganan covid-19.

Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Ditjen P2P Ke-
menkes, Vensya Sitohang, mengakui bahwa tidak dimungkiri 
pada situasi pandemi ini, pelayanan imunisasi anak memang 
ikut terkendala. (Ata/H-1)
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KEMENTERIAN Ling-KKkungan Hidup dan KKKehutanan (KLHK) KKmengimbau masya-KK
rakat untuk tidak memelihara 
satwa liar, berburu, mengon-
sumsi, dan memperdagangkan-
nya tanpa izin. Semua lapisan 
masyarakat, terutama para 
fi gur publik ataupun selebri-
tas, agar dapat memberikan 
contoh yang baik dengan me-
matuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan terkait 
pemeliharaan satwa liar.

Direktur Konservasi Keane-
karagaman Hayati KLHK In-
dra Exsploitasia mengatakan 
sudah semestinya satwa liar 
dibiarkan hidup di habitatnya 
dan menjalankan fungsinya 
sebagai bagian dari keseim-

bangan ekosistem di alam. 
Pemerintah pun telah mene-
tapkan kebijakan pengawetan 
serta pemanfaatan tumbuhan 
dan satwa liar melalui per-
aturan perundang-undangan. 
“Memelihara satwa liar harus 
mengantongi izin,” tegas Indra, 
kemarin. Imbauan tersebut 
sekaligus merupakan respons 
terhadap kecenderungan se-
makin banyaknya anggota 
masyarakat yang pamer me-
melihara satwa liar.

Selain melanggar hukum, 
sebut Indra, memelihara satwa 
liar yang dilindungi tanpa izin 
dapat membahayakan kesela-
matan dan kesehatan pemi-
liknya. Meski sudah dirawat 
sejak lama, satwa itu masih 
memiliki sifat liar dan buas ter-
hadap manusia dalam situasi 
tertentu.

“Satwa bisa menjadi media 

penyebar penyakit bagi manu-
sia. Meski lebih besar potensi 
satwa menularkan kepada 
manusia, ada kemungkinan 
manusia juga dapat menu-
larkan penyakit ke satwa,” 
paparnya.

Indra juga menyesalkan di te-
ngah situasi pandemi covid-19 
saat ini, muncul pemberitaan 
pada media sosial (Youtube, 
Instagram, Facebook, dan k Twit-
ter) terkait kepemilikan satwa 
liar dilindungi oleh publik 
fi gur/selebritas yang dijadikan 
bahan konten medsos.

Hal itu menjadi perhatian 
publik karena bisa jadi pemicu 
bagi para followers selebritas 
tersebut untuk ikut-ikutan me-
melihara satwa liar dilindungi. 
Akibatnya, dapat berpotensi 
terjadinya perburuan liar un-
tuk mendapatkan satwa liar 
dilindungi tersebut.

“Pada prinsipnya, pemeli-
haraan satwa liar harus di-
lakukan sesuai ketentuan per-
undang-undangan. Barang 
siapa yang tidak memenuhi 
ketentuan tersebut, siapa pun 
dia, dapat diproses hukum,” 
pungkasnya.

Bukan kebetulan
Direktur Kantor Lingkung-

an Hidup USAID Indonesia, 
Matthew Burton, di lain ke-
sempatan mengatakan berda-
sarkan publikasi ilmiah Nature
tentang tren global penyakit 
menular baru, sekitar 70% 
berasal dari satwa liar. “Kemu-
dian, 60% penyakit menular 
baru berasal dari hewan,” kata 
Burton terkait peringatan Hari 
Bumi ke-50 di Jakarta.

Sebagai contoh virus korona, 
berasal dari hewan dan bisa 
menular ke manusia. Sebagian 
besar virus tersebut mengin-
feksi hewan, tetapi beberapa 
virus telah menyebar ke manu-
sia dan menyebabkan wabah di 
antaranya SARS atau MERS.

Matthew mengatakan dalam 
waktu 50 tahun terakhir, du-
nia telah kehilangan sekitar 60 
persen satwa liar. Sementara 
itu, jumlah penyakit menular 
baru meningkat empat kali li-
pat dalam 60 tahun terakhir.

“Jadi, ini bukan kebetulan 
kalau kerusakan ekosistem 
berkaitan erat dengan jumlah 
penyakit menular,” ujarnya. 
(H-1)

Semakin banyak anggota masyarakat 
mengganggu keseimbangan ekosistem. 
Dampaknya bukan saja pada eksistensi 
alam, melainkan juga masalah 
kesehatan manusia. 

Jadi Peliharaan
Satwa Liar Terancam

PENYERAHAN BANTUAN: Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin (kanan) menunjukkan alat
pelindung diri (APD)  kepada relawan Co Hope Yosi saat pemberian bantuan di Lobby Grand Studio
Metro TV,Jakarta Barat, kemarin. Sebanyak 1.500 hazmat, 5.000 VV surgical masker, 10.000 pasang r
surgical gloves, 500 goggles, dan 500 face shields diserahkan untuk digunakan tenaga medis sebagai s
garda terdepan dalam penanganan covid-19. 

MI/PIUS ERLANGGA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH 
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN   

PT BANK BTPN Tbk

PT Bank BTPN Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah 
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, pukul 10.00 
s.d.12.11 WIB yang bertempat di Menara BTPN, Lantai 27, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan                   

PT Bursa Efek Indonesia (”BEI”) pada tanggal 9 Maret 2020 dan 23 Maret 2020;
2. Melakukan  pengumuman Rapat kepada pemegang saham yang dimuat dalam  surat kabar harian Media Indonesia dan The 

Jakarta Post yang terbit di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2020 dan  memuat pada situs web Perseroan serta situs web BEI  
pada tanggal yang sama. 

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham serta ralat yang dimuat dalam surat kabar harian Media Indonesia 
dan The Jakarta Post pada tanggal 1 April 2020 dan tanggal 2 April 2020 dan memuat pada situs web Perseroan serta situs 
web BEI pada tanggal yang sama.

Sehubungan dengan upaya pencegahan penyebaran COVID19, Perseroan telah menghimbau kepada Para Pemegang saham 

Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris. 

Direksi Dewan Komisaris

Pemegang Saham
1. Sumitomo Mitsui Banking Corporation pemegang 7.532.311.297 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan 

berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 April 2020. 
3. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pemegang 12.007.137 saham dalam Perseroan, yang diwakili oleh Konsultan 

Rapat dihadiri melalui fasilitas video conference oleh:

Direksi Dewan Komisaris
1. Kazuhisa Miyagawa, Wakil Direktur Utama
2. Yasuhiro Daikoku, Direktur 
3. Adrianus Dani Prabawa, Direktur
4.
5. Merisa Darwis, Direktur
6.

1.
2.
3. Takeshi Kimoto, Komisaris
Pihak Independen

kepada pemegang saham melalui situs web Perseroan serta membacakan beberapa pokok tata tertib Rapat.

8.053.732.969 saham (tidak termasuk saham Treasuri sebanyak 95.198.900 saham). Jumlah saham dengan hak suara yang hadir 

Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-7

oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan 
sebagai berikut: 

Mata Acara Pertama

kembali telah diaudit oleh auditor lain, dalam laporannya No. 00090/2.1005/AU.1/07/0851-1/1/III/2020 tertanggal 23 Maret 
2020; dan

4. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi 

Perseroan untuk tahun  buku 2019 tersebut dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua

rupiah) yang diperuntukkan sebagai berikut:

20% dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan per tanggal 31 Desember 2019;

Laba Ditahan Perseroan.

atau 99,99%.

Mata Acara Ketiga

perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan 
oleh Perusahaan Tercatat yang telah dicabut dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00183/
BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 perihal Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan 

berlaku.

Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan berikutnya yang terkait dengan pengangkatan Komisaris Utama pengganti, 

DIREKSI DEWAN KOMISARIS
Direktur Utama : Komisaris Utama (Independen) : Lowong
Wakil Direktur Utama : Kazuhisa Miyagawa Wakil Komisaris Utama :
Wakil Direktur Utama : Darmadi Sutanto* Komisaris : Takeshi Kimoto
Direktur Kepatuhan : Komisaris Independen :
Direktur : Yasuhiro Daikoku Komisaris Independen :
Direktur :
Direktur : Adrianus Dani Prabawa
Direktur : Merisa Darwis
Direktur :
Direktur :

4. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan 

melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan

saham atau 99,98%.

Mata Acara Keempat

31 Desember 2019, yang akan dibayarkan dalam tahun 2020, seluruhnya tidak melebihi Rp27.300.000.000,- (dua puluh 
grosss

b. Memberikan wewenang kepada Wakil Komisaris Utama Perseroan di dalam menentukan bagian honorarium dan

lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk  Tahun Buku 2020 serta bonus bagi masing-masing anggota Direksi 

Nominasi.

atau 99,99%.

Mata Acara Kelima

International yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020.

Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit 
Perseroan.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dan/atau Akuntan Publik 

alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/ melaksanakan audit Laporan Keuangan 31 Desember 2020 termasuk menetapkan 

Publik Pengganti tersebut

atau 99,99%.

Mata Acara Keenam

1. Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program ESOP 2016, yang telah diambil dalam  Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 24 Maret 2017, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 29 Maret 2018 
dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 15 Februari 2019.

2. Memberikan kewenangan dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap 
tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, 
atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan 
atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain (tetapi tidak terbatas pada): 

Rp20,- (dua puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan yang diambil dalam RUPSLB 2017, RUPST 2018 dan RUPST 2019.

Program ESOP 2016 (dengan tidak mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal), menetapkan para peserta 
yang berhak untuk membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-

terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016 sesuai dengan 
peraturan dan persyaratan yang di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pasar 
Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.

c. Memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang
mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 yang mana Direksi Perseroan tidak mempunyai 
benturan kepentingan. 

dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UUPT dan peraturan perundang-undangan 
dalam bidang Pasar Modal.

saham atau 99,98%.

Mata Acara Ketujuh

Recovery Plan) Perseroan.

Mata Acara Kedelapan

Mata Acara ini merupakan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi.

Mata Acara Kesembilan

  Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan, baik sendiri maupun diwakili oleh pemegang saham lain 
atau orang lain, dengan surat kuasa atau media pembuktian lain yang diatur dengan  peraturan dan perundang-undangan 
yang berlaku di pasar modal.  

b. Menambah ketentuan baru dalam Pasal 11, sebagai berikut:

media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS 
saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

2. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk menyatakan kembali keputusan 

dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank 
Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

atau 99,99%.

Catatan:
Berdasarkan Pasal 11 angka 9 Anggaran Dasar Perseroan, “Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun 
tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang 
mengeluarkan suara.”

Jakarta, 24 April 2020
PT Bank BTPN Tbk

Direksi


